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BUPATI GOWA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 

NO MOR· .  00 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN BENTUK HUKUM 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

TIRTA JENEBERANG MENJADI 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR 

MINUM TIRTA JENEBERANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

Menimbang bahwa untuk 
melaksanakan 
keten tuan Pasal 1 1 4  
ayat (4) Peraturan " 
Pemerintah Nomor 54 '? 

Tahun 2017  tentang 
Badan U saha Milik 
Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan 
Daerah ten tang 
Perubahan Bentuk 
Hukum Perusahaan 



Mengingat 

Dae rah 
1irta 

n1enjadi 
Un1.u1n 

Min um 

Jeneberang. 

1 .  Pasal 1 8  ayat (6) 
Undang-Undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

2 .  Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 
1959 ten tang 
Pembentukan 
Daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, 
Tambahan 
Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Nomor 1822 ) ;  

3 .  Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 
2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan 
Daerah (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2 0 1 4  Nornor 244, 
Tambahan 
Lernbaran Negara 
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Air Minun, 
Jeneberang 
Perusahaan 

Daerah Air 
Tirta 



r 

Republik Indonesia 
Nomor 5587), 
sebagaimana telah 
diubah beberapa 
kali terakhir 
dengan Undang- 
Undang Nomor 1 
Tahun 2022 
tentang Hubungan 
Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran 
Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, 
Tambahan 
Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia 
Nomor 6757); 

4. Peraturan 
Pemerintah 
54 Tahun 
ten tang Badan 
U saha Milik Daerah 
(Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia­ 
Tahun 2017  Nomor, 
305, Tambahan 
Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia 
Nomor 6 1  73) .  
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Nomor 
2017  



oengan Persetujuan Bersaina 
I  

l 1,,WAN \'l�l'WAKILAN RAKYAT DAJ . .,l�H 

KJ\lJUPA1EN OOWA 

dan 

BUPATI GOWA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH 
TENTANG PERUBAHAN 
BENTUK HU KUM 

PERUSAHAAN DAERAH 

AIR · MINUM TIRTA 
JENEBERANG MENJADI 

PERUSAHAAN UMUM 
DAERAH AIR MINUM 

TIRTA JENEBERANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang 

dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Gowa. 

2 .  Pemerintah Pusat adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh 

Wakil Presiden dan menteri 
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pen el n ara unsur 

sebagait11ann dirnuk J: 
u dalam Undang�U11dung D, . ( ,  

.  .  r  N  ·garn 
R ·pubhk lndonc• i 'hht.tn 

1 94
c - .  

3. p mcrintah Dacrah dal h Bupa i  
sebagai 
pemerintah daerah 

yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerin tahan 

yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

4.  Bupati adalah Bupati Gowa. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang 

selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dirniliki 
oleh Daerah. 

6 .  Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum yang selanjutnya disebut 

Perumda adalah Perusahaan Daerah 
Air Min um Tirta Jeneberang 

Kabupaten Gowa yang bergerak 

dibidang pelayanan air minum. 
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lnewakili Pemeri t h gupati yang . . i.11 a 
7 
· I 

11 
dalarrt kepemilikan kekayaan oaera 

daerah yang di pisahkan pada 

Umuln Daerah y Perusahaan ang 
selanjutnya disingkat KPM adalah 
organ perusahaan umum daerah 
yang memegang segala kewenangan 
yang tidak diserahkan kepada direksi 

atau dewan pengawas. 

8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang 

selanjutnya disingkat UKK adalah 

proses untuk menentukan kelayakan 

dan kepatutan seseorang untuk 

menjabat sebagai anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris 

dan anggota Direksi BUMD. 
9. Direksi adalah organ BUMD yang 

bertanggungjawab atas pengurusan 

BUMD untuk kepentingan dan tujuan 
BUMD serta mewakili BUMD baik di 

dalam maupun diluar pengadilan 
sesuai dengan ketentuan anggaran 

dasar. 
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10 .  Dewan Pengawas adalah organ umum 
daerah yang bertugas melakukan 
pengawasan dan memberikan nasihat 
kepada direksi dalam menjalankan 
kegiatan pengurusan perusahaari 
umum daerah yang diminta maupun 
tidak diminta tetap memberikan 
pertitnbangan tanpa rapat apakah itu 
lisan a tau pun tertulis. 

1 1 .  Pegawai adalah Pegawai Perusahaan 
Daerah Air Minum Tirta Jeneberang 
yang pengangkatan, pemberhentian, 
kedudukan, hak dan kewajibannya 
ditetapkan berdasarkan perjanjian 
kerja sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12 .  Gaji adalah gaji pokok yang 

ditentukan dalam daftar skala gaji 

tambahan 

pokok Perusahaan Daerah Air Minum 

Tirta Jeneberang. 
adalah 13 .  Tunjangan 

- penghasilan 
disamping gaji. 

yang diberikan 
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h silan adalah gaji ditambah 
14.Peng a ,  .  -  ,  tunjangan lainnya, de11gan 

ran Pendapatan dan BelanJ·a 
1s .Angga ·  .  

oaerah yartg selanJutnya. disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten 

Gowa. 

BAB II 
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dengan Pera tu ran Dae rah ini, 

Perusahaan Daerah Air Minum yang 

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah TK. II Gowa Nomor 2 

Tahun 1988 

Dae rah Air 

Pendirian 

Min um Perusahaan 

ten tang 

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa 

disesuaikan bentuk badan hukumnya 

menjadi Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Tirta Jeneberang. 

Pasal 3 

Perumda berkedudukan secara tetap di 
Sungguminasa. 
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BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Maksud didirikan Perumda yakni untuk 
menyelenggarakan dan tnemberikan 
pelayanan kebutuhan air minum yang 
bersih dan sehat serta memenuhi syarat 
kesehatan bagi masyarakat secara adil, 
merata dan terus menerus. 

Pasal 5 

Perumda didirikan dengan tujuan untuk: 
a. menyelenggarakan usaha pengelolaan 

air minum bagi kepentingan umum 
dalam jumlah dan mutu yang 
memadai serta usaha lainnya di 
bidang air minum; 

b. menunjang pembangunan Daerah; dan � .  
c. memberikan kontribusi pada 

pendapatan Daerah. 
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BAB IV 

KJ�GlATAN USAHA 

Pasa16 

( l )  Perumda 

usaha 

melaksanakan 

mengelola 

kegiatan 
dan 

mendistribusikan air minum bersih 
yang memenuhi syarat standar 
kesehatan bagi masyarakat dengan 
mengutamakan pelayanan dan 
kebutuhan masyarakat secara 
merata, tertib dan teratur. 

(2) Perumda dalam pengembangan 
kegiatan usaha dapat membentuk 
anak perusahaan dan bermitra 
dengan badan usaha milik negara 
dan/ atau BUMD lain, maupun badan 
usaha swasta yang berbadan hukum 
Indonesia. 

B A B V  

JANG KA W AKTU BERDIRI 

Pasal 7 

Perumda didirikan untuk jangka waktu 
tidak terbatas. 

1 0  



BAB VI 

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR 

Pasal8 

( 1 )  Modal dasar Perumda sebesar 

RpSS.952.806.627,53 [lima puluh 

delapan milyar sembilan ratus Hrna 

puluh dua juta delapan ratus enam 

ribu enam ratus dua puluh tujuh 

koma lima puluh tiga rupiah). 

(2) Modal yang disetor sampai dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah ini 

sebesar Rp2 .798 . 127 . 156 ,00 (dua 

milyar tujuh ratus sembilan puluh 

delapan juta seratus dua puluh tujuh 

ribu seratus lima puluh enam 

rupiah). 

Pasal9 

( 1 )  Sumber modal Perusahaan Umum 

Daerah terdiri dari : 

a. penyertaan modal Daerah; 

b. pinjaman; 

c .  hibah; dan 

d .  sumber modal lainnya. 

1 1  



(2) pe11yertaa11 • modal . Daerah 
s bagaimana d1maksud pada ayat ( l )  

)  ruf a dapat heraumber dari: 
1u 

A]:>BD· dan/atau a. ' 
b. konversi dari pinjaman. 

(3) Pinjaman sebagaimana 
pada ayat ( 1 )  h  uruf 

bersumber dari: 

a. Daerah; 
b. BUivlD lainnya; dan/ atau 

dimaksua 
b dapat 

c. sumber lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf c dapat bersumber 

dari: 
a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah; dan/ atau 

c. pihak lain. setelah mendapat 

persetujuan KPM. 

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf d yaitu: 

a. kapitalisasi cadangan; dan 

b. keuntungan revaluasi aset. 

1 2  



BAB VII 

ORGAN 

Bagian Kesr tu 
Um um 

Pasal 1 0  

(  1 )  Pengurusan Perumda dilakukan oleh 
organ Perumda. 

(2) Organ Perumda sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri dari :  
a. KPM; 

b. Dewan Pengawas; dan 

c.  Direksi. 

(3) Ketentuan mengenai struktur 

organisasi dan tata kerja Perumda 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
KPM 

Pasal 1 1  

KPM berwenang: 

a. mengangkat dan memberhentikan 

anggota Dewan Pengawas; 

b. mengangkat dan memberhentikan 

Direksi; 

1 3  



a tau 

Dewan 
untuk 

memberhentikan 
Pengawas; dan/atau 

. ta laporan pengurusan tugas 
n,e1111n - 

c. 

.  ·-- masa jabatan anggota Dewan 
akhlt 

was sebagai bahan pertimbangan 
p ngavv 

1nemperpanjang 
anggota 

d. m.elakukan pengawasan terhadap 
kinerja Perumda jika terjadi 
kekosongan jabatan seluruh Dewan 

Pengawas. 
Pasal 1 2  

KPM tidak bertanggung jawab atas 
kerugian Perumda apabila dapat 
membuktikan: 
a. tidak mempunyai kepentingan. pribadi 

baik langsung maupun tidak langsung; 
b. tidak terlibat dalam perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh 
Perumda; dan/ atau 

c. tidak terlibat baik secara langsung 

maupun tidak langsung menggunakan 

kekayaan Perumda secara melawan 
hukum. 

1 4  



Pasal 13  

(  1 )  KPM, Dewan Pengawas; dan Direksi 
melakukan rapat dalam 

pengembangan usaha Perumda, 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  terdiri atas: 
a. rapat tahunan; 

b. rapat persetujuan rencana kerja 
anggaran Perumda; dan 

c. rapat luar biasa. 

Bagian Ketiga 
Dewan Pengawas 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 14  

( 1 )  Anggota Dewan Pengawas dapat 
terdiri dari unsur independen dan 
unsur lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-, 
undangan. 

(2) Unsur Independen sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas: 
a. anggota Dewan Pengawas BUMD 

lain dan/atau anggota Dewan 

1 5  



Pengawas BUMD yang telah 
·1nenyelesaikan masa jabatannya; 

b. pensiunan Pegawai BUMD; 

c.  mantan Direksi BUMD; dan/atau 
d. eksternal BUMD selain tersebut 

pada huruf a, huruf b, dan 
huruf c .  

(3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  dapat terdiri atas 
jabatan Pernerintah Daerah yang 
tidak bertugas melaksanakan 
pelayanan pu blik. 

(4) Unsur independen sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan 
anggota Dewan Pengawas yang tidak 
ada hubungan bisnis dengan Direksi 
maupun pemegang saham. 

Pasal 1 5  
( 1 )  Untuk dapat diangkat sebagai 

Anggota Dewan Pengawas harus 
memenuhi persyaratan: 
a. sehatjasmani dan rohani; 

b. merniliki keahlian, integritas, 

kepemim pi nan, pengalaman, 
1 6  



[ujur, perilaku yang baik, dan 

dedikasi yang tinggi unutk 

memaiukan clan mengembangkan 

Perumda; 

c. memahami penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

d. memahami manajemen Perumda 

yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajemen; 

e. menyediakan waktu yang cukup 

melaksanakan tugasnya; 

f. berijazah paling rendah S- 1  (strata 

satu); 

g. berusia paling tinggi 60 (enam 

puluh) tahun pada saat mendaftar 

pertama kali; 

h. tidak pernah dinyatakan pailit; 

1. tidak pernah menjadi anggota 

Direksi, Dewan. -Pengawas, atau' 

Ko mi saris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan badan 

usaha yang dipimpin dinyatakan 

pailit; 

1 7  



k. tidak sedang menjadi pengurus 

partai politik, calon Kepala Daerah 
atau calon wakil Kepala Daerah 

; 

dan/ atau calon anggota legislatif. 

Calon anggota Dewan Pengawas 
terpilih melakukan penandatanganan 
kontrak kinerja sebelum diangkat 
sebagai anggota Dewan Pengawas. 
Selain menandatangani kontrak 
kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2 ) ,  calon anggota Dewan 
Pengawas terpilih menandatagani 
surat pernyataan 
kesanggupan untuk 

yang berisi 
menjalankan 

tugas dengan baik, bersedia 
diberhentikan sewaktu-waktu, dan 
tidak akan menggugat a tau 

mengajukan proses hukum 

sehubungan dengan pemberhentian 
terse but. 

1 8  



(4) P ngangkat n anggota Dewan 

Pengawas sebagaimana dirnaksud 

pada ayat ( l )  ditetapkan dengan 

Keputusan KPM. 

Pasal 16  

(  1) Proses pemilihan anggota Dewan 

Pengawas dilakukan melalui seleksi 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) paling rendah melalui 

tahapan: 

a. seleksi administrasi; 

b .ukk;dan 

c. wawancara akhir. 

Pasal 17  

(  1 )  Panitia seleksi berjumlah ganjil dan 

paling ren�ah beranggotakan: ,,�· 
a. perangkat Daerah; dan 

b .unsur independen dan/atau 

perguruan tinggi. 

\9 



waktu jadwal a. rnenentukan 

pelaksanaan; 
b. melakukan penjaringan bakal 

lon anggota Dewan Pengawas ca 
atau anggota Komisaris; 

m
embentuk tim atau menunjuk 

c. 

untuk lembaga professional 
melakukan UKK; 

d. menentukan formulasi penilaian 

UKK; 

e. menetapkan hasil penilaian; 

f. menetapkan calon anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris; 

dan 
g. menindaklanjuti calon anggota 

Dewan Pengawas atau anggota 

Komisaris terpilih untuk diproses 

lebih lanjut menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

danj'atau kebijakan pemerintah. 

(3) Panitia seleksi ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
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�asal 18  

Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 

(ti a) or ng tcrdiri atas: 

a. 1 [satu] orang pejabat Pemerintah 

Daerah, dan 2 (dua) orang unsur 

independen; atau 

b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah 

Daerah dan 1 (satu) orang unsur 

in depend en. 

Pasal 19  

(  1 )  Anggota Dewan Pengawas diangkat 

untuk masa jabatan selama 4 (empat) 

tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masajabatan. 

(2) Ketentuan mengenai seleksi, tidak 

berlaku bagi pengangkatan kembali 

anggota Dewan Pengawas yang dinilai 

mampu melaksanakan tugas dengan , 

baik selama jabatannya. 

(3) Penilaian kemampuan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling rendah terhadap: 

a. peJaksanaan pengawas Perumda; 

2 1  



b. pemberian masukan dan saran 
;tas pengelolaan Perumda; 

c. penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik; 
d .  antisipasi dan/ atau minimalisasi 

terjadinya kecurangan; dan 
e. pemenuhan target dalam kontrak 

kine1ja. 
(4) Dalam melaksanakan penilaian 

kemampuan tugas sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan 
dokumen paling rendah terdiri atas: 
a. rencana bisnis; 
b. rencana kinerja dan anggaran 

Perumda; 
c. laporan keuangan; 
d. laporan hasil pengawasan; 
e. kontrak kinerja; dan 

f. risalah rapat dan kertas kerja. 

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas 

diangkat kembali, anggota Dewan 

Pengawas wajib menandatangani 

kontrak kinerja, 

22 



(6) P nand tanganan kontrak kinerja 

s bagaimaru dimaksud pada ayat (5) 

dilakukan sebelum pengangkatan 

kembali sebagai anggota Dewan 

Pengawas. 

Paragraf 2 
Tugas, Wewenang dan Kewajiban 

Pasal 20 

Dewan Pengawas mempunyai tugas 

se bagai beriku t: 

a. melaksanakan pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan 

terhadap pengurus dan pengelolaan 

Perumda; 

b. memberikan pertimbangan dan saran 

kepada Bupati diminta atau tidak 

diminta guna perbaikan dan 

pengembangan Perumda antara lain 

pengangkatan Direksi, program kerja­ 

yang diajukan oleh Direksi, rencana 

perubahan status kekayaan 

Perumda, rencana pinjaman _ yang 

dituangkan dalam · ikatan hukum 

dengan pihak lain, serta menerima, 

23 



rne1neriksa laporan triwulan dan 
me�andatangani laporan tahunan 

bersama-sa111a dengan Direksi; dan 

n1en1eriksa clan menyampaika.n 
c. 

rencana strategis Perumda dan 

rencana kerja dan anggaran tahunan 

yang dibuat oleh Direksi kepada 
Bupati untuk mendapatkan 
pengesahan. 

Pasal 2 1  
Dewan Pengawas mempunyai wewenang: 
a. menilai kinerja Direksi dalam 

mengelola Perumda; 
b. rnenilai laporan triwulan dan laporan 

tahunan yang disampaikan Direksi; 
c. meminta keterangan Direksi mengenai 

pengelolaan 
Perumda; dan 

d. mengusulkan 

dan pengembangan 

pengangkatan, 
pemberhentian sementara, rehabilitasi 

dan pemberhentian Direksi Kepada 

Bupati . 

24 



Pasal 22 

Dewan Pengawas wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada 

Kl?M 6 ( enatn) bulan sekali; dan 

b. membuat risalah rapat. 

Paragraf 3 
Penghasilan 

Pasal 23 

( 1 )  Penghasilan anggota Dewan 

Pengawas terdiri atas:  

a. honorarium; dan 

b. tunjangan. 

(2) Besarnya Penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  berpedoman 

pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

(3) Sumber Penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dibebankan 
.. � 

pada Perumda dan dimuat dalam_ 

rencana kerja dan anggaran 

Perumda. 

25 



Paragraf 4 
Berakhirnya Jabatan Dewan Pengawas 

Pasal 24 

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau 
anggota Komisaris berakhir apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau 

diberhentikan sewaktu-waktu, c. 

Pasal 25 

( 1 )  Dalam hal jabatan anggota Dewan 
Pengawas berakhir karena masa 
jabatannya berakhir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, 

anggota Dewan Pengawas wajib 
menyampaikan laporan pengawasan 
tugas akhir masa jabatan paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
berakhir masa jabatannya. 

(2) Anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

wajib melaporkan sisa pelaksanaan 

tugas pengawasan yang belum 

dilaporkan paling lambat 1 (satu) 

26 



bulan setelah berakhir masa 
jabatannya, 

(3) Laporan pengurus tugas akhir masa 

jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  sebagai dasar pertimbangan 

oleh KPM untuk memperpanjang atau 

memberhentikan anggota Dewan 

Pengawas. 

(4) Laporan pengurus tugas akhir masa 

jabatan anggota Dewan Pengawas 

yang berakhir masa jabatannya 

dilaksanakan · setelah hasil audit 

dengan tujuan tertentu atau audit 

tahunan dari kantor akuntan publik 

kepada KPM. 

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

seluruh anggota Dewan Pengawas, 

pelaksanaan tu gas pengawasan 

BUMD dilaksanakan oleh KPM. 
� .  '  .  

Pasal 26 

( 1 )  Dalam hal jabatan anggota Dewan 
Pengawas berakhir karena 
diberhentikan sewaktu-waktu 
sebagaimana diamksud dalam Pasal 
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uf c pemberhentian dimaksuct- 
24 jiur ' 

:.b· disertai alasan pemberhentian 
waJl · 

(2) Pernberhentian anggota Dewan 

Pengawas sebagaimaha dimaksuct 

pada ayat ( 1 )  dilakukan apabila 
berdasarkan data dan inf ormasi yang 

dapat dibuktikan secara sah, anggota 
Dewan Pengawas yang bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
dan/ atau ketentuan anggaran 
dasar; 

c. terlibat dalam tindakan 
kecurangan yang mengakibatkan 
kerugian pada BUMD, negara 
dan/ atau Daerah; 

d. dinyatakan bersalah dengan 
putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

e .  mengundurkan diri; 

f. tidak lagi memenuhi persyaratan 

sebagai anggota Dewan Pengawas 
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Daerah 

sesuai 

lagi dalam hal 
adanya perubahan 

kebijakan Pemerintah 
seperti 

restru kturisasi, likuidasi, akuisisi' 
dan pembubaran BUMD. 

dengan 
peraturan ketentuan 

Peruncta dan/atau ng-undangan; 
g. tidak terpilih 

Pengawas 

persetu j uan- 

Dewan 
Pasal 27 

( 1 )  Anggota 
diberhentikan oleh KPM. 

(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan 
pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  paling rendah 
memuat materi: 
a. usulan pengunduran diri dari yang 

bersangkutan; 
b. jangka waktu 

pemberhentian; dan 
c. tata cara pemberhentian. 
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Pasal 28 
Dewan Pengawas atau 

Komisaris dilarang anggota 
memangku jabatan rangkap sebagai: 

anggota Direksi pada BUMD, a. 
badan usaha milik negara, 
dan/atau badan usaha milik 

( 1 )  Anggota 

dapat yang 

swasta; 
b. pejabat lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; dan 

c. pejabat lain 
menimbulkan konflik 
kepentingan. 

(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dikenai 
sanksi administra tif berupa 
diberhentikan sewaktu-waktu dari 
jabatan ·) sebagai anggota Dewan 

Pengawas. 

( 3 )  Dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2 )  tidak 
dilak�anakan oleh KPM p al i n g  lama 
2 0  ( d u a  puluh) hari kerja sejak yang 
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bersangkutan diangkat memanaku 
jabatan barn sebagai 5 

anggota Dewan Pengawas, jabatan 
yang bersangkutan sebagai anggota Dewan 

Pengawas dinyatakan berakhir. 
Pasal29 

( 1 )  Anggota Dewan Pengawas wajih 

dengan itikad baik dan tanggung 
jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan Perumda. 

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas 
bertanggung jawab penuh secara 
pribadi apabila yang bersangkutan 
bersalah atau lalai menjalankan 
tugasnya. 

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke 
pengadilan terhadap anggota Dewan 
Pengawas yang karena kesalahan 

atau kelalaiannya menimbulkan 

kerugian pad a Perumda kecuali 
Dewan Pengawas yang anggota 

menggan ti kerugian bersangkutan 
tersebut dan yang ditimbulkan 
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disetorkan ke rekening kas umum 

Oaerah. 

Pasal 30 

( 1 )  Dewan Pengawas dapat mengangkat 
seorang sekretaris yang dibiayai oleh 
Perumda dari kalangan pegawai 
sendiri. 

(2) Tu gas sekretaris sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1 )  untuk 
membantu kelancaran pelaksanaan 
tugas Dewan Pengawas. 

Pasal 3 1  
Biaya yang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan tugas anggota Dewan 
Pengawas dibebankan kepada Perumda 
dan dimuat dalam rencana kerja dan 
anggaran Perumda. 
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Bagian Keempat 
Direksi 

Paragtaf 1 
Persyaratan dan Pengangkatan 

Pasa132 
Direkai pad p 

a erumda diangkat oleh 

Pasal33 
(  1 )  Proses pemilihan anggota Direksi 
dilakukan melalui seleksi. 
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  paling rend.ah melalui 
tahapan: 
a. seleksi administrasi · 

' 
b. UKK; dan 
c. wawancara akhir. 

Pasal34 
Untuk dapat diangkat sebagai anggota 
Direksi, yang bersangkutan harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani serta bebas 

Narkoba 

KPM. 

b. memiliki keahlian, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

u l dedikasi perilaku yang . baik, c an 
33 



tinggi untuk memajukan d 
yang. an 

getnbangkan perusahaan · men ' 
mernahatni penyelenggara�l"I 

o, �.{ 

Pernerintah Daerah; 

d. mernahami manajemen perusahaan; 
e. memiliki pengetahuan yang memadai 

di bidang usaha perusahaan; 

f. berijazah paling rendah S-1  (Strata 
Satu) 

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) 

tahun di bidang manajerial 

perusahaan berbadan hukum dan 

pemah memimpin tim; 

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh 

lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima 

puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar pertama kali; 

1. tidak pernah menjadi anggota 

Direksi, anggota Dewan Pengawas, 

atau anggota Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan 

badan usaha yang dipimpin 

I 

dinyatakan pailit; 
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r 

j .  tidak pernah dihukum karena 

melakukan tindak pidana yang 
merugikan keuangan negara atau 

keuangan Daerah; 
k. tidak sedang menjalani sanksi 

pidana; dan 
l. tidak sedang menjadi pengurus partai 

politik, calon Kepala Daerah atau 
calon wakil Kepala Daerah, dan/atau 
calon anggota legislatif. 

Pasal 35 

(1 )  Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan 

waktu 

untuk 

35 

dan/atau 

paling rendah beranggotakan: 
a. perangkat Daerah: dan 
b.unsur independen 

perguruan tinggi. 
(2) Panitia seleksi bertugas: 

k 
jadwal- a. menentu an 

pelaksanaan; bakal · · gan lakukan penJann b . m e  
calon anggota Direksi; 

menunjuk 
b tuk tirn atau 

c. mem en 
Profesional lembaga 

me1akukan UKK; 



- enentukan formulasi penilaian 
d .  01  

uKK; 
tapkan hasil penilaian; 

e. mene 
etapkan calon anggota Direksi· 

f. inen ' 

dan 
enindak lanjuti calon anggota 

g . m  

Direksi terpilih un tuk di proses 

lebih lanjut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dan/ ·atau kebijakan 
pemerintah. 

(3) Panitia seleksi ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 36 

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi 
melakukan penjaringan bakal calon 
anggota Direksi. 

administrasi berdasarkan 
seleksi 

hasil 

Pasal 37 

Panitia seleksi melakukan 

penjaringan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 dan sesuai persyaratan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf f sampai dengan huruf 1. 

Pasal38 
(  1 )  Pelaksanaan seleksi administrasi dan 

UKK menghasilkan paling rendah 3 
{tiga) atau paling tinggi 5 (lima) calon 
anggota Direksi. 

(2) Panitia seleksi menyampaikan nama 
calon anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada 
Bupati. 

Pasal 39 
( 1 )  Bupati melaksanakan seleksi 

tahapan wawancara akhir terhadap 
calon anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) .  

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon 
D. ksi terpilih un tuk, anggota ire 

. iabatan anggota masing-masing J 

setelah melakukan Direksi, 
wawancara akhir 
dimaksud pada ayat ( l ) .  

sebagaimana 
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(3) Dal·am · hal terdapat jabatan d' 
.  .  irektur 

utama, Bupati terlebih doi.. 
�lulu 

menetapkan calon direktur ut 
- a rn a  

terpilih. 

B ti dapat meminta (4) upa · masukan 
direktur utama atau calon direktur 
utama 

dimaksud 

terpilih 
pad a 

se bagaimana 

ayat (3) untuk 

menetapkan calon anggota Direksi 

terpilih lainnya. 

Pasal 40 

(1) Bupati menyerahkan calon anggota 

direksi terpilih kepada KPM. 

(2) Calon anggota Direksi terpilih 

melakukan penandatanganan 

kontrak kinerja sebelum diangkat 

sebagai anggota Direksi. 

(3) Selain menandatangani kontrak 

kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ,  calon anggota Direksi terpilih 

menandatangani surat pernyataan 

yang berisi kesanggupan untuk 

menjalankan tugas dengan baik. 

bersedia diberhentikan sewaktu- 
38 



proses 
dengan 

untuk mengajukan 
sehubungan 

pe1nberhentian tersebut. 

hukum 

waktu 

Pasa\ 4 1  
(  1) Ke ten tuan mengenai seleksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 tidak berlaku bagi pengangkatan 
kembali anggota Direksi yang dinilai 
mampu melaksanakan tugas dengan 
baik selama masa jabatannya. 

(2) Penilaian kemampuan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

paling rendah memenuhi kriteria: 
a. melampaui target realisasi 

terhadap rencana bisnis serta 
rencana kerja dan anggaran 
BUMD; 

b. meningkatnya opini audit atas 
laporan keuangan perusahaan, 
atau mampu mempertahank�11 

. . audit Wajar Tanpa opim 

39 

Pengecualian; 
c .  seluruh hasil pengawasan sudah 

uai dengan ditindaklanjuti. ses 



ketentuan peraturan perundang­ 

�ndangan; dan 
d.  terpenuhinya target dalam kontrak 

kinerja. 
(3) Dalam hal melakukan penilaian 

kemampuan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)  berdasarkan 
dokumen paling rendah terdiri atas :  

a. rencana bisnis; 
b. rencana kerja dan anggaran 

BUMD; 

c. laporan keuangan; 
d. laporan hasil pengawasan; dan 
e. kontrak kinerja. 

(4) Dalam hal anggota direksi diangkat 
kembali, anggota Direksi wajib 
menandatangani kontrak kinerja. 

(5) Penandatanganan kontrak kinerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan sebelum pengangkatan 

kembali sebagai anggota Direksi. 

Pasa l42 

(  l )  Jumlah anggota Direksi ditetapkan 
oleh KPM. 
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(2) Jumlah anggota Direksi sebagairnana 

dimaksud pad a ayat ( 1 )  paling rend ah 

1 ( satu) orang clan paling tinggi 5 

(lima) orang. 

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan berdasarkan asas efisiensi 

dan efektifitas pengurusan Perumda. 

(4) Direktur utama diangkat dari salah 

satu anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) .  

Pasal 43 

( 1 )  Anggota Direksi diangkat untuk masa 

jabatan paling lama 5 (lima) tahun 

dan dapat diangkat untuk 1 (satu) 

kali masa jabatan, kecuali: 

a. ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; dan 

b. dalam hal anggota Direksi 

memiliki keahlian khusus 

dan/ atau prestasi yang sangat 

baik, dapat diangkat untuk masa 

jabatan yang ketiga. 
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(2) Keahlian khusus dan prestasi yang 

sangat baik sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l )  huruf b, paling rendah 

memenuhi kriteria: 

a. melampui target realisasi 

terhadap rencana bisnis serta 

rencana kerja dan anggaran 

Perumda; 

b. opini audit atas laporan keuangan 

Perumda minimal wajar tan pa 

pengecualian selama 3 ( tiga) 

tahun berturut-turut diakhir 

periode kepemimpinan; 

c. seluruh hasil pengawasan sudah 

ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; 

dan 

d. terpenuhinya target dalam 

kontrak kinerja se.besar lOOo/o 

(seratus persen) selama 2 (dua) 

periode kepemimpinan. 
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1 \1 I  nnng 

Pasnf 44 

fr kai m mpu nyai tugas : 

a. menyusun perencanaan, melakukan 

koordinasi dan pengawasan seluruh 

kegiatan operasional Perumda; 

b. membina Pegawai; 

c. mengurus dan mengelola kekayaan 

Perumda; 

d .  menyelenggarakan administrasi urnurn 

dan keuangan; 

e. menyusun rencana strategis 

perusahaan 5 (lima) tah unan yang 

disahkan oleh Bupati melalui usul 

Dewan Pengawas; 

f. menyusun dan 

rencana kerja dan anggaran tahunan 

yang merupakan penjabaran tahunan 

dari rencana strategis Perumda 

kepada Bupati melalui Dewan 

Pengawas; dan 

43 

menyampaikan 



, 

dan menyampaikan laporan g. menyusun 
triw�lan dan tahunan seluruh 
kegiatan Peru mda. 

Pasa145 
·  mei·npunyai wewenang sebagai Direkst 

berikut: 

berdasarkan 
memberhen tikan 

pegawa1 
peraturan kepegawaian Perumda; 

a. mengangkat dan 
Perurnda 

b. menetapkan susunan organisasi dan 
tata kerja Perumda dengan 
persetujuan Dewan Pengawas; 

c. mengangkat Pegawai untuk 
menduduki jabatan di bawah Direksi; 

d. mewakili Perumda di dalam dan diluar 
pengadilan; 

e. menunjuk kuasa untuk melakukan 

perbuatan hukum mewakili Perumda· 
' 

f. menandatangani laporan triwulan dan 

laporan tahunan; 

g. menjual, menjamin atau melepaskan 

aset milik Perumda berdasarkan 

persetujuan Bupati atas pertimbangan 

-Dewan Pengawas; dan 
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h. melakukan pinjaman, mengikatkan 

diri dalam perjanjian kerja sama 

dengan pihak lain yang menjaminkan 

aset Peru mda berdasarkan 

persetujuan Bupati atas pertimbangan 

Dewan Pengawas. 

Paragraf 3 
Larangan 

Pasal46 

Anggota Direksi dilarang memangku 

jabatan rangkap sebagai: 

a. anggota Direksi pada BUMD lain, 

badan usaha milik negara, dan badan 

usaha milik swasta; 

b. jabatan perundang-undangan; 

dan/atau 

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan 

konflik kepen tingan. 

Paragraf 4 
Penghasilan 

Pasal47 

( 1)  Penghasilan Direksi terdiri dari : 

a. gaji; dan 

b. tunjangan. 
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. b irnana dirnaksud (2) Tunjangan se aga 
d . t ( 1 )  huruf b terdiri dari: pa a aya .. 

a. tunjangan perawatan/ kesehatan 

termasuk isteri/ suami dan anak; 

dan 
b. tunjangan lainnya. 

(3) Dalam hal Perumda memperoleh 

keuntungan, Direksi memperoleh 

bagian darijasa produksi. 

(4) Besarnya Gaji, Tunjangan dan bagian 

jasa produksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  ayat (2) dan ayat (3) 

ditetapkan oleh Bupati setelah 

memperhatikan pendapat Dewan 
Pengawas. 

(5) Jumlah seluruh biaya untuk 

Dewan Pengawas, 
penghasilan 

penghasilan 

penghasilan Direksi, 

Pegawai dan biaya tenaga kerja 
lainnya tidak boleh melebihi 40% 
(empat puluh persen) dari total biaya 
berdasarkan realisasi anggaran 
Perumda tahun anggaran yang lalu. 
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(6) Besaran G aj i ,  Tunjangan dan bagian 

jasa produksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 

Paragraf 5 
Dana Represen tasi 

Pasal 48 

Dana Representasi disediakan dari 

anggaran Perumda sebanyak-banyaknya 

75% (tujuh puluh lima persen) dari 

jumlah Gaji Direksi dalam 1 (satu] tahun 

yang penggunaannya diatur oleh Direksi. 

Paragraf 6 
Pesangon 

Pasal49 

( 1 )  Direksi berhak atas pesangon yang 

ditetapkan oleh Bupati sebagai 

berikut: 

a. bila diberhentikan dengan hormat 

karena masa jabatan pertama 

berakhir, mendapat pesangon 30% 

(tiga puluh persen) dari Gaji bersih 

dari tahun terakhir; 
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b. bila diberhentikan dengan hormat 
karena masa jabatan kedua 
berakhir mendapat pesangon 50% 
(lima puluh persen] dari Gaji 
bersih dari tah un terakhir; 

c. bila diberhentikan dengan hormat 
karena jabatan ketiga dan 
seterusnya berakhir diberikan 
pesangon 75% [tujuh puluh lima 
persen) dari penerimaan Gaji 
bersih ·dari tahun terakhir; atau 

d. bila anggota direksi diberhentikan 
dengan hormat setelah berakhir 
masa jabatan ke 2 ,  3  dan 
seterusnya mendapat pesangon 
berdasarkan perhitungan atas 
dasar masa sebelumnya. 

(2) Direksi tidak berhak atas pesangon 
apabila diberhentikan tidak dengan 
hormat ·dan tidak atas permintaan 

sendiri. 
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( 1 )  Direksi 

meliputi: 

a. cuti tahunan; 

b. cuti besar; 

hak cuti,  

Paragraf 7 
Cuti 

I asal 50 

memperoleh 

c. cuti sakit; 

d .  cuti karena alasan penting atau 

cuti untuk menunaikan ibadah 

haji; 

e. cuti nikah; 

f. cuti bersalin; dan/ atau 

g. cuti diluar tanggungan Perumda. 

(2) Direksi yang menjalankan cuti 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

tetap diberikan Penghasilan pen uh 

kecuali cuti diluar tanggungan 

Perumda . 

. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  diatur dalam 

Pera tu ran 

berpedoman 

Bupati 

pad a 

dengan 

ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kelima 
Pemberhentian Direksi 

Pasal 5 1  

Direksi berhen ti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatannya berakhir; atau 

c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

Pasal 52 

( 1) Dalam hal masa jabatannya berakhir 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 1  huruf b, anggota Direksi 

wajib menyampaikan laporan 

pengurusan tu gas akhir masa 

jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum berakhir masajabatannya. 

(2) Anggota Direksi se bagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  wajib 

melaporkan sisa pelaksanaan tugas 

pengurusan yang belum dilaporkan 

paling lam bat 1 ( satu) bulan setelah 

berakhir masa jabatannya. 

(3) Berdasarkan Iaporan pengurusan 

tugas akhir masa jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2) ,  ·· Dewan Pengawas 

menyampaikan penilaian 

wajib 

dan 

rekomendasi atas kinerja Direksi 

kepada pemegang saham. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) serta penilaian clan 

rekomendasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) sebagai dasar 

pertimbangan KPM untuk 

memperpanjang a tau 

memberhentikan anggota Direksi. 

(5) Laporan pengurusan tugas akhir 

masa jabatan anggota Direksi yang 

berakhir masa jabatannya 

dilaksanakan setelah hasil audit 

dengan tujuan tertentu atau audit 

tahunan dari kantor akuntan publik 

dan disampaikan kepada KPM. 

Pasal 53 

( 1 )  Dalam hal jabatan anggota Direksi 

berakhir karena diberhentikan 

sewaktu-waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 1  huruf c, 

5 1  



wajib dimaksud pemberhentian 
disertai alasan pemberhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan apabila berdasarkan data 
dan informasi yang dapat dibuktikan 
secara sah, anggota Direksi yang 
bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
dan/atau ketentuan anggaran 
dasar; 

c. terlibat dalam tindakan 
kecurangan yang mengakibatkan 
kerugian pada · BUMD, negara 
dan/ atau Daerah; 

d .  dinyatakan bersalah dengan 

putusan pengadilan yang telah 

hukum kekuatan mempunyai 
tetap; 

e. mengundurkan diri; 

f. tidak lagi me men uhi persyaratan 

sebagai anggota Direksi sesuai 
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dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; clan/ atau 

g. tidak terpilih lagi disebabkan 

adanya perubahan kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam hal 

restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, 

dan pembubaran BUMD. 

Pasal 54 

( 1 )  Direksi Perumda diberhentikan oleh 

KPM. 

(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 

dengan Keputusan KPM. 

BAB VIII 

PEGAWAI 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan 

Pasal 55 

( 1 )  Direksi berwenang mengangkat, • 

menaikkan pangkat, menetapkan � 

jabatan, nienetapkan Gaji, tunjangan 

dan Penghasilan lainnya, 

memberikan cuti, memberikan 
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Perumda 

serta hukuman menjatuhkan . 
meinberhentikan Pegawa1. 

Pegawa1 (2) Pengangkatan 
harus memenuhi persyaratan: 

a. WNI; 

b. berkelakuan baik dan tidak 

pernah dihukum; 

c. mempunyai pendidikan, 

kecakapan dan keahlian yang 

diperlukan; 
d. dinyatakan sehat oleh Rumah 

Sakit Umum yang ditunjuk oleh 
Direksi; 

e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh 
lima) tahun; dan 

f. dinyatakan sehat dan bebas 
narkoba oleh rumah sakit umum 
yang ditunjuk oleh Direksi. 

(3) Pengangkatan · Pegawai dilakukan 
setelah melalui masa percobaan 
paling lama 12  (dua belas) bulan 
dengan ketentuan memenuhi daftar 

penilaian kerja setiap unsur paling 

rendah bernilai baik dan telah 
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mengangkat sumpah atau janji 

Pegawai. 

(4) Selama masa percobaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

penilaian meliputi: 

a. loyalitas; 

b. kecakapan; 

c. kesehatan dan bebas narkoba; 

d. kerjasama; 

e. kerajinan; 

f. prestasi kerja; dan 

g. kejujuran. 

(5) Apabila pada akhir masa percobaan 

calon Pegawai tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 4) dapat diberhentikan 

tanpa mendapat uang pesangon. 

Bagian Kedua 
Penghasilan dan Cu ti 

Pasal 56 

( 1 )  Pegawai Perumda berhak atas Gaji, 

Tunjangan dan Penghasilan lainnya 

yang sah sesuai dengan pangkat, 
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j nis k ijaa.r1 clan tanggung 

j.1,,.abnyn. 
( ) 1\tqjangan sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 1 )  melipu ti: 
a. tunjangan pangan; 
b. tunjangan kesehatan; clan 
c. tunjangan lainnya. 

(3) Pem berian hak se bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  disesuaikan 
dengan kemampuan Perumda. 

Pasal 57 

( I )  Pegawai mem peroleh hak cu ti 
meliputi: 
a. cuti tahunan; 
b. cuti besar; 
c. cuti sakit; 
d.  cuti karena alasan penting atau 

cuti untuk menunaikan ibadah 
haji; 

e. cuti nikah: 
' 

f. cuti bersalin; dan 
g. cuti diluar tanggungan Perumda. 
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(2) I egawai yang menjalankan cuti 

sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )  

tetap diberikan Penghasilan pen uh,  

kecuali cuti diluar tanggungan 

Perumda. 

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimanaa 

dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur dalam 

Peraturan Bupati dengan 

berpedoman pad a ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

Bagian Ketiga 
Kewajiban dan Larangan 

Pasal 58 

( 1 )  Setiap Pegawai wajib: 

a. memegang teguh dan 

mengamalkan 

melaksanakan 

Pancasila dan 

Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

b. mendahulukan kepentingan 

Ferumda daripada kepentingan 

pribadi atau golongan; 

c .  menjunjung tinggi kehormatan 

atau martabat pen 1saha a n ;  
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111e111egang teguh rahasia Perumda 
d .  

kedinasan 
dan 

clan rahasia jabatan. 
melakukan tugas 

e. 

sebaik-baiknya dengan 
penuh pengabdian kesadaran clan 
bertanggungjawab; 

f. bekerja dengan jujur, tertib, 
cermat dan bersemangat untuk 
kepentingan Perumda; dan 

g. menggunakan dan memelihara 
barang milik perusahaan sebaik- 
baiknya. 

(2) Setiap Pegawai dilarang : 
a. melakukan kegiatan yang 

merugikan Daerah dan/atau 
negara; 

b. menggunakan kedudukannya 
untuk memberikan keuntungan 
bagi diri sendiri dan/ atau orang 

lain yang merugikan Perumda· 
' 

c. memiliki, menjual, membeli, 
menggadaikan, menyewakan atau 

meminjamkan barang berharga 
milik Perumda secara tidak sah: 

' 
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d. mencemarkan 

Perurnda. 

nama baik 

( 1 )  Pegawai 

Bagian Keempat 
Pemberhentian 

Pasal 59 

diberhentikan dengan 

hormat, karena: 

a. Pegawai diberhentikan dengan 

hormat; 

b. meninggal dunia; 

c. permintaan sendiri; 

d. tidak dapat melaksanakan tugas; 

e. tidak sehat yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter; 

dan/atau 

f. telah mencapai usia pensiun 58 

(lima puluh delapan) tahun 

dan/ atau reorganisasi; 

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan' 

hormat diberikan pesangon yang 

besarnya ditetapkan dengan 

keputusan Direksi. 
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(3) 
.  d'berhentikan den.gan tidak Pegawat 1 

h�rmat karena: 
melanggar sumpah Pegawai a. 
dan/ atau sumpah jabatan; 

b. dihukum berdasarkan putusan 
pengadilan dalam perkara pidana 
yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; dan/atau 

c. merugikan keuangan Perumda. 

BAB IX 

ANGGARAN 
Pasal 60 

( 1 )  Tahun Buku Perumda yakni tahun 
takwin. 

(2) Rancangan anggaran Perumda 
terdiri dari rencana anggaran 
pendapatan dan biaya, anggaran 
penenmaan dan pengeluaran kas 
serta anggaran investasi. 

(3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum 

tahun buku berakhir, Direksi 

mengirimkan rencana anggaran 

perusahaan tahun berikutnya 

kepada Bupati melalui Dewan 

60 



p 

Pengawas untuk mendapatkan 

pengesahan . 

(4) Dalam hal terjadi perubahan 

anggaran dalam tahun buku yang 

bersangkutan, harus mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari 

Dewan Pengawas dan disahkan 

Bupati. 

(5) Evaluasi pelaksanaan anggaran 

dilaksanakan oleh Dewan 

Pengawas. 

BABX 
LAPORAN PERUMDA 

Pasal 6 1  

(  1) Direksi menyusun dan 

menyampaikan laporan seluruh 

kegiatan Perumda kepada Bupati 

melalui Dewan Pengawas yang 

terdiri dari: 

a. laporan bulanan berupa laporan 

keuangan yang berisikan neraca, 

· perhitungan laba rugi, arus kas 

dan perubahan ekuitas; 
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· 1· terdiri d a d  b. laporan tr1wu an 
. taporan kegiatan operasional dan 
laporan keuangan; dan 

tah unan terdiri dari c. laporan 
laporan kegiatan operasional, 
laporan keuangan yang telah 
diaudit dan evaluasi kinerja. 

(2) Laporan triwulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri dari 
laporan kegiatan operasional dan 
laporan keuangan yang disampaikan 
kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri dari 

laporan keuangan yang telah diaudit 
dan laporan manajemen yang 

ditandatangani bersama Direksi dan 

Dewan Pengawas 

kepada Bupati. 
( 4) Lapo ran tah unan se bagaimana 

: dimaksud . pada ayat (3) paling 
rendah memuat : 

a. laporan keuangan; 
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b.  laporan mengenai kegiatan 

tu gas 

tel ah 

Dewan 

pengawasan yang 

dilaksanakan oleh 

Perurnda; 

c. laporan pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan; 

d. rincian masalah yang timbul 

selama tahun buku yang 

mempengaruhi kegiatan usaha 

Perumda; 

e. laporan mengenai 

Pengawas selama tahun buku 

yang baru lampau; 

f. nama anggota Direksi dan 

anggota Dewan Pengawas; dan 

g. penghasilan anggota Direksi dan 

anggota Dewan Pengawas untuk 

tahun buku yang baru lampau. 

(5) Laporan keuangan sebagaimana' 

dimaksud pada ayat (4) huruf a 

paling rendah memuat : 

a. neraca akhir tahun buku yang 

baru lampau dalam perbandingan 

tahun buku sebelumnya; 
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kegiatan 

dan 

tirnbul 

yang 

usaha 

p lak anaan 

. osi t 

yang 

buku 

1aba/rU 1i 

s lama 

mempengaruhi 

. tan ' un r jnwttb 

l in ]  l  un n n ;  

.  rin  inn masalah 
tabun 

b, lap rnn 

Perumda; 

d .  laporan mengenai 

pengawasan yang 

dilaksanakan oleh 

tu gas 

tel ah 

Dewan 

Pengawas selama tahun buku 

yang baru lampau; 

e. nama anggota Direksi dan 

anggota Dewan Pengawas; 

f. penghasilan anggota direksi dan 

anggota dewan pengawas untuk 

tahun yang baru lampau. 

(6) Laporan tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

paling lambat 90 (sembilan puluh) 

hari setelah tah un buku Perumda 

di.tutup untuk disahkan oleh KPM. 
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0/\E XJ 

)JEN ' U N A A N  Lt\J3A 

Pas' 1 6 2  

(  1) l enggunaan Jaba digunakan untuk:  

a. pemenuhan dana cadangan; 

b. peningkatan kuantitas, kualitas 

dan kontinuitas pelayanan 

umum, pelayanan dasar dan 

usaha perin tisan Perumda yang 

bersangku tan; 

c .  keuntungan yang menjadi hak 

Daerah; 

d. insentif kinerja KPM, pelaksana 

kewenangan KPM, Dewan 

Pengawas dan anggota Direksi; 

e. bonus untuk Pegawai; dan/atau 

f. penggunaan laba lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan . 

.  ( 2 )  KPM memprioritaskan penggunaan 

laba Perumda untuk peningkatan, 

kuantitas, kualitas dan kontinuitas 

pelayanan urnum, pelayanan dasar 
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pad a dimaksud sebagaimana 

· t '  n setelah daria dan usaha perm .isa 
cadangan dipenuhi. 

.  penggui1aan laba Perumda (3) Besaran 
1 art setiap tahun oleh KPM, ditetap { 

laba Perumda 
(4) Penggunaan 

ayat ( 1 )  diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 63 
( 1 )  Perumda wajib menyisihkan jumlah 

tertentu dari laba bersih setiap tahun 
buku untuk dana cadangan. 

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  wajib 
dilakukan sampai dengan dana 
cadangan mencapai paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari modal. 

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berlaku apabila Perumda mempunyai 

saldo laba yang positif. 

(4) Dana cadangan sampai dengan 

jum.Iah 20o/o (dua puluh persen) dari 
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modal hanya dapat digunakan untuk 
m nutup kcrugian P rumda.  

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi 

jurnlah 20% (dua puluh persen) dari 

modal, KPM dapat memutuskan agar 

kelebihan dari dana cadangan 

tersebut digunakan untuk keperluan 
Perumda. 

(6) Direksi harus mengelola dana 
cadangan agar dana cadangan 
terse but memperoleh laba dengan 
cara yang baik dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan 

dana cadangan dimasukkan dalam 

perhitungan laba rugi. 

Pasal64 

( I )  Laba bersih Perumda yang telah 

disahkan oleh KPM setelah dipotong 

pajak ditetapkan pembagiannya 

se bagai beriku t: 
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a. rein rintah I a rah paling tinggi 
3s% (tiga puluh l ima p·•rsen) dari 
tRbn l) rsih · 

1 . dnna adangan P rurnda paling 
ban} k 40% (empat puluh persen) 
dari laba bersih; 

c. insentif KPM, pelaksana 

kewenangan KPM, Dewan 
Pengawas dan Oireksi serta bonus 
Pegawai paling tinggi 5% (lima 
persen) dari laba bersih setelah 
dikurangi dana cadangan atau 
paling tinggi 3,25% (tiga koma dua 
puluh lima . persen) dari laba 
bersih; 

d. tanggung jawab sosial dan 
lingkungan 10% ( sepuluh persen) 
dari laba bersih: 

' 

e. sumbangan dana pensiun 100;0 
( sepuluh persen) dari laba bersih: 

' 

dan 
f. biaya lain-lain paling tinggi l , 75% 

(satu koma tujuh puluh lima 

persen) dari laba bersih. 
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(2,,.,). I l n: '' 1\c.ln111•1•t1 l  
�c n 1  

l  ' \ J ';  ltTH no 
dinu ksud pr do a at p )  huruf  b 

Iitujuknn untuk tu mp rkua modal. 

BAB XII 
KERJASAMA DENGAN PIHAK 

KETIGA 

Pasal65 

( 1 )  Perumda dapat melakukan kerjasama 

dengan badan usaha milik negara, 

BUMD, bad an usaha swasta, 

koperasi dan masyarakat u n tuk 

kepentingan pengembangan usaha. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam 

bidang usaha atau kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan 

peningkatan kinerja Perumda. 

(3) Kerja sama dengan pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dapat dilakukan setelah mendapat 

persetujuan Bupati. 
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BAB X.IH 
,PENOAWASAN DAN PEMBINAAN 

Bagtan Kesatu 
Pengawa. ah 

Pasal66 

(l )  Pengawasan terhadap Perumda 
dilakukan untuk menegakkan tata 
kelola perusahaan yang baik, 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ) ,  dilakukan oleh 
pengawas internal dan pengawas 
ekstemal. 

(3) Pengawasan internal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh Satuan Pengawas Intern. 

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh: 
a. pemerintah Daerah; dan/atau 
_b. pejabat yang ditunjuk. 

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a, dilaksanakan oleh pejabat 

70 



pada Pemerintah D h aera yang 
melaksanakan fungsi pengawasan. 

Bagian Kedua 
Pembinaan 

Pasal 67 

( 1 )  Bupati melakukan pembinaan umum 

terhadap Perumda. 

(2) Pembinaan teknis terhadap Perumda 

dilakukan oleh Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk. 

BAB XIV 
KETENTUAN TARIF 

Pasal 68 

( 1 )  Setiap tahun tarif air disusun oleh 

Direksi dan disampaikan kepada 

Dewan Pengawas untuk dievaluasi. 

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  ditetapkan oleh Bupati dan 

disampaikan kepada Menteri Dalam 

Negeri. 

(3) Dalam hal Bupati memutuskan 

penetapan tarif air lebih kecil dari 

usulan tarif yang diajukan oleh 
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. 1 . ebagaimana d i tn a k s u d  pada 
Dire <St s 

a) ai: (2) yang mengakibatkan tarif 
tidak tercapainya 

rata-rata 

pemulihan biaya secara p e n u h  atau 
full cost recovery, Pemerin tah Daerah 
wajib menyiapkan kebijakan subsidi 
untuk menutup kekurangan melalui 
APBD. 

(4) Kebijakan subsidi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada DPRD dan Menteri Dalam 
Negeri. 

(5) Pedoman teknis dan tata cara 
perhitungan dan penetapan tarif air 
minum serta pemberian subsidi 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB XV 

SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 69 

( l )  Direksi ya 1 ng me anggar ketentuan 

PasaJ 46 Peraturan Daerah ini  
d ikenai san ks. Ad 

- 1 minist r atif berupa 
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dib rhentikan sewaktu-waktu dari 

jabatan sebagai anggota. Direksi. 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  tidak 

dilaksanakan oleh KPM paling lama 

20 (dua puJuh) hari kerja sejak yang 

bersangkutan diangkat memangku 

jabatan baru sebagai anggota Direksi, 

jabatan yang bersangkutan sebagai 

anggota Direksi dinyatakan berakhir. 

(3) Pegawai Perumda yang melanggar 

keten tuan Pasal 58 dikenakan 

hukuman. 

(4) Hukuman sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) meliputi : 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penundaan kenaikan gaji berkala; 

d .  penundaan kenaikan pangkat; 

e. penurunan pangkat; 

f. pembebasan jabatan; 

g. pemberhentian sementara; 

h .  pemberhentian derigan hormat; 

dan 
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. p e m lJ e r h e n t i a n  dengan tidak 
r. 

honnat. 
(5) Pelaksanaan penjatuhan hukuman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan kepu tusan 
Direksi. 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 70 

( 1 )  Dewan Pengawas, Direksi, dan 
Pegawai yang telah diangkat sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini, 
tetap melaksanakan tugas sampai 
berakhirnya masa jabatan atau masa 
tugasnya. 

(2) Kerja sama yang telah ada dan 
sedang berjalan sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini, tetap berlaku 
sampai berakhirnyakerja sama. 

BAB XVII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 1  

(  1 )  Pada saat Pera tu ran Daerah ini 

mulai. be 1 I 
r aku , maka Peraturan 
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Daerah Kabupaten Daerah TK. IT 

Gowa Nornor 2 Tahun 1988 tentang 

Pendirian Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 

Gowa dicabu t dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai 

berlaku, Peraturan Daerah 

Kabupaten .::.9-oJ'� Nomor _ _ : t : 5  Tahun 

1994 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan 

Kepegawaian Perusahaan Daerah .Air 

Minum Kabupaten Gowa, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

.. .  ... 
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Pasal 72 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa. 

Diundangkan di Sungguminasa 
.pada, anggal 1 1 9  -  De seiub er- 2022 

. -:-�:f�A�: �, / .,. 
_ .. :;,·s��f�fA'.f}r� DAERAH KABUPATEN GOWA, 

• . � ·, :�- ·(::_1;1<<1 \ft\\ . •.' ·· .....• �·rz.. : · . . . . .  .y.::·:1  ,It b�7 
:<:::: ', . . . . .  •  :j /}!:/' 

. , ·, . .  KAMSIN/\.!/ 
•• • • • •  -r .  •  •••• ,,· _: .,, . . ...  <: _  ..  :  -, ,' 

• . • • •  ·-· • > •• �·fv 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 
GOWA TAHUN 2022 NOMOR -08 

NOREG PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN GOWA PROVINS! 
SULAWESI SELATAN B .HK .08 . 140 .22  
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPNI'EN GOWA 

NO MOR 

TENT ANG 

PERUBAHANBENTUKHUKUM 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

TIRTA JENEBERANG MENJADI 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR 

MINUM TIRTA JENEBERANG 

I. UMUM 

Dengan berlakunya ·undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014  

ten  tang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali · 
. ' . 

diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2012  
•  

ten tang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, dan kemudian 

ditindaklanjuti dengan Peraturan 
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l m �r intnh Nomor' tJ Tah W 2 0 1  '1 

tcntrm 1  I  adan V aha Mi l ik  D: rah 

.... I raturan Menteri Dalam s ,J la 

Negeri sebagai pelaksan.aannya, 

membawa perubahan mendasar 

terkait dengan pengaturan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Dal am Pera tu ran Perun dang- 

Undangan tersebut, terdapat dua 

jenis Badan Usaha Milik Daerah 

berdasarkan 

modalnya, yakni 

kepemilikan 

Perusahaan 

Umum Daerah (Perumda) dan 

Peru sahaan Perseroan Daerah 

(Perseroda). 

Dengan berlakunya regulasi 

baru tersebut diatas, 

Peru sahaan Dae rah Air 

maka 

Min um 



yanp didtr ikan her lasr .rkan 

P raturau Da .rah Tingkat ll Oowa 

Nomor 2 Tahun 1988 tentang 

Pendirian Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Daerah Tingkat 

II Gowa dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 

1994 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Badan Pengawas, Direksi 

dan Kepegawaian Perusaan Daerah 

Air Minum Kabupaten Gowa, perlu 

dilakukan penyesuaian, utamanya 

terkait bentuk hukum, yang 

semula 

Daerah diubah menjadi 

berbentuk Perusahaan 
• 

Perusahaan Umum Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL. 

Pasal l 

Cu ku p jelas, 
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pasal 2 
cukUP jelas. 

Pasa13 
cukup jelas. 

Pasal 4 
cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal8 

Cukupjelas 

Pasal9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 1 1  

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Cukup jelas. 

Pasal 13  

Cukup jelas 
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Pasal 1 4  

Ayat ( 1 )  

Cuku p jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan 

"pelayanan pu blik" 

merupakan kegiatan 

a tau rangkaian 

kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan 

pelayanan bagi setiap 

warga negara dan 

penduduk atas barang, 

jasa dan/atau 

pelayanan 

administratif 

disediakan 

penyelenggara 

pelayanan 

yang 

oleh 

publik 

sesuai dengan 

ketentuan perundang­ 

undangan 

8.1 



1 o al 14  
cukup jelas 

rasal 15  
cuku p jelas. 

Pasal 16 
cukup jelas. 

Pasal 17  
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukup Jelas 

Pasal 2 1  

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas 
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Pasal26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal28 

Cukup jelas. 

Pasal29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 3 1  

Cukup jelas. 

Pasal32 

Cukup Jelas 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jeJas. 
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'pasal 3 8  

c u k u p  jelas. 

P a s a l 3 9  

C u k u p j e l a s  

P a s a l 4 0  

Cukup jelas. 

Pasal 4 1  

Cukupjelas 

Pasal 42 

C u k u p j e l a s  

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup j e l a s .  
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Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 5 1  

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cuku p jelas. 

Pasal 57 

Cukup Jelas 

Pasal58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal60 

Cuku p jelas. 
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U JU l j ->)ll.S 

r· al 2 
cukUP Jelas 

pasa163 
cukUP Jelas 

pasal 64 
Ayat ( 1 )  huruf a 

Yang dimaksud dengan 

laba bersih adalah 

Pfl t-l 1 

keuntungan 

berjalan 

dikurangi pajak 

Ayat (2) 

tahun 

setelah 

Yang 

cadangan 

dimaksud 

adalah 

jumlah tertentu yang 

wajib disisihkan oleh 

tahun buku 

setiap 

yang 

untuk digunakan 

perusahaan 

menutup kemungkinan 

kerugian perusahaan 

pada masa yang akan 

datang 
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Pasal 65 

Cukup jelas, 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup Jelas 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas 

Pasal 70 

Cukupjelas 

Pasal 7 1  

Cukup jelas 

Pasal 72 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN GOWA NOMOR 
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